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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Singkat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau 

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau sebelumnya adalah Kantor 

Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Sumatera Tengah berkedudukan di 

Tanjung Pinang yang berada di bawah naugan Kementerian Perekonomian yang 

terbentuk pada tahun 1952 sampai dengan tahun 1960. Kemudian pada tahun 

1960 sampai dengan tahun 1962 Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi 

Sumatera Tengah berubah menjadi Kantor Koperasi dan Pembangunan Desa. 

Selanjutnya tahun 1965 menjadi Kantor Koperasi Daerah Tingkat I Riau di bawah 

naugan Departemen Koperasi. Setahun kemudian koperasi ini berubah menjadi 

Perwakilan Direktorat Koperasi Provinsi Riau dibawah naungan Departemen 

Transmigrasi Koperasi tahun 1966 sampai dengan 1968 kemudian ditukar menjadi 

Direktorat Jenderal Koperasi Provinsi Riau dibawah naugan Departemen Dalam 

Negeri. 

Pada tahun 1968 sampai dengan 1974 namanya masih tetap, tapi hanya 

berubah di bawah naugan Departemen Transmigrasi dan Departemen Tenaga 

Kerja. Setelah berjalan kurang 10 tahun namanya berubah menjadi Kantor 

Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Riau dibawah naugan Departemen 

Perdagangan. Kemudian dirubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Koperasi 

Provinsi Riau masih tetap dibawah naugan departemen perdagangan. Selanjutnya 

pada tahun 1984 namanya menjadi Kantor Wilayah Koperasi Pengusaha Kecil 
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dan Menengah Provinsi Riau dibawah naungan Departemen Pedagangan. 

Selanjutnya pada tahun 1984 namanya menjadi Kantor Wilayah Koperasi 

Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau di bawah naugan Departemen 

Koperasi. Akhirnya dengan lainnya era otonomi daerah padatahun 2001 Kantor 

Wilayah Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Provinsi Riau berubah menjadi 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Riau sesuai dengan 

Perda Nomor  10 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau. Pada tahun 2014 menjadi Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai Peraturan Daerah 

Provinsi Riau Nomor : 2 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Provinsi Riau. 
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2.2. Struktur Organisasi 

Gambar 2.1. Bagan Stuktur Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau 

 

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau 2016
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2.3. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau 

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana 

instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, 

antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran dan cita-

cita tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah, 

dengan mengacu pada batasan tersebut, Adapun visi Dinas Koperasi dan UMKM 

Provinsi Riau sebagai berikut : “ Terwujudnya Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil 

Dan Menengah (KUMKM) Provinsi Riau Sehat dan Mandiri Serta Mempunyai 

Daya Saing“. 

Adapun makna dari visi tersebut ialah : 

a. Menciptakan kondisi koperasi yang sehat. 

Yaitu suatu kondisi atau keadaan dimana koperasi yang sehat sesuai 

dengan aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva 

produktif, manajemen, efisiensi, rentabilitas dan likuiditas, kemandirian 

dan pertumbuhan, jati diri koperasi sesuai dengan Peraturan. 

b. Mengembangkan kinerja usaha yang semakin mandiri 

Yaitu usaha dalam mengembangkan kinerja dari segi struktur permodalan, 

kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan asset, peningkatan 

volume usaha, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan 

keuntungan. 

c. Memiliki daya saing yang makin kompetitif  

Yaitu suatu pernyataan sikap antusiasme untuk terusmendorong 

keunggulan dan kemampuan daya saing berbagai jenis usaha ekonomi 
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dalam kancah persaingan global melalui penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, pengembangan investasi dan peningkatan produktifitas yang 

memungkinkan pemanfaatan sumber daya lokal makin berhasil guna bagi 

pembangunan ekonomi. 

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada 

potensi dan sumber daya yang dimiliki serta ditunjang oleh semangat 

kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional, maka misi Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah “Memberdayakan Koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Di Provinsi Riau Yang 

Berkualitas, Mempunyai Daya Saing Dan Berkelanjutan Di Provinsi Riau“. 

Untuk melaksanakan misi tersebut, langkah – langkah yang telah 

ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinisi Riau adalah : 

1. Menyelenggarakan tugas manajerial dan teknis di bidang koperasi dan 

usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas san berkelanjutan di Provinsi Riau.  

2. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses 

pembangunan guna memperluas kesempatan kerja dan menurunkan 

jumlah kemiskinan di Provinsi Riau. 

3. Melaksanakan praktek tata kelola urusan pemerintahan Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang baik serta mengembangkan 

kapasitas SDM aparatur dan kelembagaan dalam rangka mewujudkan 

Provinsi Riau yang maju dan sejahtera. 
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4. Peningkatan/Pengembangan usaha agar dapat tercipta satu produk 

unggulan di setiap Kecamatan yang di kelola oleh Koperasi. 

5. Meningkatkan daya saing komoditi unggulan daerah dengan pemanfaatan 

sumber daya lokal untuk kemandirian Koperasi dan UKM bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah;  

 

 

 


